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EKSISTENSI LEMBAGA NEGARA DALAM
PRAKTEK KETATANEGARAAN DI INDONESIA
Olah !

Nany Suryawali, SH..MH

ABSTRACT

1245 Constitution: efter the 4th amendments, has set about the State Instilutions sirating
Fom Article 2 to Article 24 by considering the changes in the struclure of state institutions,
oecsuse the People’'s Consultative Assembly as an- Institlution is no longer the Supremea
Sizte but the parallel with the President, the House of Representatives, CPC, MA,
constitutional Court, as well &s its authority. The provisions of Article 2 peragraph (1), Article
22 C and Articie 22 D of 1945 consfitution shows as if Indonesia system of two chambers
=—=meral), which is generally adoplad by the State in the form of federation or union like
& United States. Representatives of the people as the holder of sovereignty incorporatad in
"= People's Consultative Assembly who actually have a different authority with the authaority
= 52 1345 Constitution before the amendment or alteration of up to 9 (four) times.

“evwords; Authority, State Institutions.

Pendahuluan

Undang Undang Dasar 1945 sebsium prubahan, dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan
sanhwa | "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majslis
“ermusyawaratan Rakyat “, dan pada masa orde baru , Majelis Permusyaawaratan
=ayat ( MPR ) membuat | menerhitkan Keatetapan-Ketatapan MPR yang menstapkan
eowa - Majelis berketetapan untuk melaksanakan Undang Undeng Dasar 1945 secars
T dan Konsekuen serta menetapkan — tidak akan mengubah Undang Undang Dasar
T2 akan fetapi termyata MPR lelah melakukan penyimpangan lerhadap parmnyataan /
smetacannya sendini , dengan melakukan perubahan terhadap Undang Undang Dasar
"54% sspanyak 4 { empat) tehap |, yang dimulai tahun 1999 hingga 2002,

Adanya perubahan terhadap Undang Undang Dasar 1845 { pada Batang Tubuh nya )
sscErE 18045 juga mengubah predikat “Lembega Tertinggl ¥ MPR menjadia “Lembaga
“e=gers’ sejajar dengan Lembaga-lembaga Negara lainnys, yang termakiub dalam Pasal
* @ (Z) Undnag Undang Dasar 1945 ° Kedsulatan berads di tangen rakyat dan
Sizssnskan menurul Undang Undang Dasar *, sehingga pelaksana kedaulatan rakyat
ac=22n rakyvat sendin melals pereakilannyva di Dewan Perwakllan Rakyat dan bukan di
Wae s Permusyawaratan Rakyat { MPR ), sehingga MPR bukan lagi sebagai “Lembaga
TEmrog Negarg”,

Ssgamana  keduduken MPR sebagai Lembaga Negara dan juga bagaimana
sswenangan yang diberikan Undang Undang Dasar kapada MPR 7
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Lmme-Lembaq_-a Megara dan Keweanangannya

Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa @ Majells Permusyawaratan Rakyat terdiri atas
anggota Dewan Perwakilan rakyat dan anggofa Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih
malalui Pamilikan Umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang * ; Pasal 22 C
dan D meneantukan babwa jumlah seluruh anggota Dewsan Perwakilan Daerah tidak
lebih darl sepertiga jumish anggota Dewan Perwakilan Rakyat { DPR ), sehingga
ketentuan member ‘kesan” seakan-akan Indonesia mengenut sistem dua kamar |
bicameral ), yang pada umumnya dianut oleh Megara — MNegara federasi atau Megara
serikat seperti Amerika Serikat, yang pada setiap Negara bagiannya mempunyai wakil
di Parliament vang disebut Senate dan wakil dari negara bagian itu disebut: Senator
sadangkan wakil-wakil dari Megara Federal ferhimpun dalam wadah “ House of
Representative °, sehingga Lembaga MNegara Tertinggi di Amerika Serikat yaitu
Congress , terdiri atas House of Representative dan Senate.

FPasal 1 avat (2) Undang Undang Dasser 1845 menentukan bahwa " Megara
Indonaesia ialah Negara Kesstuan yang berbentuk Republik ®, sehinggs di sebut :
Mepara Kesatuan Republik Indonesa ( NKRI ), cleh karena itu, sabagai Negsra
Kesatuan jelas tidak ada Megara Bagian , yang ada adalah : Pravinsi — Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pamerintah Kota, akan tetapi di beri kewanangan
uniuk mengatur daerahnya masing-masing dengan olonomi daerah yang diatur dalam
Fasal 18 Undang Undang Dasar 1845,

Ketentuan Pasal 22 C dan D Undang Undang Daszar 1945 adalah jauh berbeda
dengan sistem di Megara Serikal, akan telapi dengan keteniuan ini pula menimbulkan
suatu pemikiran — masih diperiukankah lembaga Negara Dewan Perwakilan Daerah -
padahal Dewan Parwakilan Rakyat adalah juga parwakilan rakyat yang ada di dascah ?

Lembage Megars yang lein, seperti Mahkamah Konstitusi yang “mangambil®
sebagian kewenangan Mehkamah Agung - vaitu hak meanguji materil suatu Undang
Undang -, menyebabkan perubahan pula dalam Struktur MTata Urutan Perundang-
undangan, yang kemudian distur dalam Undang Undang BRI Momor 10 Tahun 2004,
gangm menetapkan bahwa Ketetapan MPR Mo Il Tahun 2000 dinyvatakan fidak

arlaky lagi.

Pazal T Undang Undang Mo 10 Tahun 2004 ayat (2 ¢ ) menyatakan befwa wunfuk
tingkat “desa” — paraturan desa dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama Kepala
Desa, hal ini menunjukkan bahwa sampal tngka! pamerintahan yang paling bawah (
desa ) pun-ada Badan Perwakilan Desa yang mempunyai fungsi dan wewenang seperti
Dewan Parwakilan Rakyat dan Kepala Desa menjadi “presiden * di desanya.

Parubahan yang sangat mendasar dar keweanangan MPR ini manyababkan furgsi
regular MPR hanya melantik Presiden, dan bila di kemudian har ada keinginan uniuk
mngubah - Undang Undang -Dasar, dapat dibentuk Badan Konsfituarte stau Komisi

Konstitusi yang indepandant.

Parubgshan yang dilakukan sebanyak 4 ( empat ) tahap terhadap Undang Undang
Dasar 1945 ini, belum menetapkan pilihan vang tegas untuk sistem pamerintahan di
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Indonesia, karena paradigma yang ada masth menggunakan sistem pemisahan
kekuasaan, dengan mekanisme pembeniukkan undang-undang vang dilakukan dengan
porsetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Perubahan tahap Il menstapkan
sistem - check's & balances - dengan mnempatkan Presiden dipilih secara langsung,
gsehingga tidek ada lagi fungsi MPR untuk membentuk GBHN. Sistem ini menetapkan
babwa ulusan dasrah yvang mempresentasikan daerah dalam pembentukan kebijakan
nasional.

Undang Undang Dasar hasil perubahan hingga 4 ( empat ) tahap ini mambari
wadah bary Dewan Perwakilan Dasrah { DPD ) vang keanggolaannya dipiih - melalui
pamilinan di setigp provinsi.

Dewan Parwakilan Dasrah ditempatkan sabagai Institusi yang mempresentasikan
daerah dengan kewenangan yang lerbatas yaitu hanya manjalankan fungsi legisiasi -
dalam hal mengusulken ; ikut membehas ; dan mengawasi pambeniukkan undang
undang tertantu yvang berkaitan dengan olonomi daerah. Pemyusun perubahan Undang
Undang Dasar membentuk Dewan Perwakilan Deersh bukan berujusn wniuk
menjadikan sistem bicameral dalam pembentukkan undang undang, akan tetapi tetap
berpedomen pada sistem pembagian kekussean yang dibenluk dengan perselujuan
bersama DPR den Presiden. Sistem ini berbada dengan sistem yang dilakukan pada
pemerintahan Megara-negara vang memiliki perwakilan daerah [ Sonate ) seperti di
Megara federal [ Amerika Serikal ).

Eksistensi dan Peran Lembaga Megara delam Pemerintahan

Pembentukkan Undang Undang dalam kerangka {ata kelola menghadapi tete cara

band, karena demokrasi diletkkan pada sistem kerjanya vaitu @ check s & balances
ternadap negara, masyarakal dan pelaku ekonomi .
Upaya —upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembentukkan hukum
s=fidaknya telan dijamin dalam Undang Undang No 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara
Fembantukkan Peraturan Perundang-undengan; Undang Undang No 32 Tahun 2004
entang Pemerintahan Dasrah; Undang Undang No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR,
DD dan DPRD:

Zelain ity untuk membangun fransparansi juga-ielah dilengkapi dengan Undang
Unzang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang Undang Mo 37
Tahun 2008 tentang Ombudsman.

Akan tetapi dalam mase perglihan paradigma ini , masih terlihat dalam pangambilan
ssoutusan di lembage DPRD, semua pendapat dan pandangan adalah dari fraksi,
ouean refleksi dan keinginan seorang anggota DPRD  yang  memperjuangkan
sscentingan dasrah pemilibannya, sehingga hal ini tidak sinkron dengan sistem pemilu
rang menggunakan cara pemilihan langsung dengan Deerah Pemilihan | dapdl ),
cadahal seharusnye setiap anggota yang menjadi wakil dasrahnya masing-masing,
=e=rupakan alat masyarakat di deersh pemilihan untuk memperjueangkan masyarakat
san; memilihnya, supasya tampak jelas hubungan antara rakyal dan wakil yang
Soitnya, sistem yang belum jelas danm kurang transparant ini mmpengarubs
sergembilan kepulusan di lembaga perwakilarn.

Meia infarmasd lmdah Mo 55 Th XM gusius 2077 Publshed by Muhamimadyah 19
Jeevarsiy of Surabaye



20

Masyarakat yang ' terwakill ' tetap saja * tidak terwakili ", karena masih ada ruang
kosong antar wakil dan rakyat yang akhirmya dipergunakan cleh para pefaku ekonomi
kuat untuk kepentingan pasar dan kekuatan ekonominya. Oleh karena itu, untuk
menerapkan sistem - check's & balances - dalam pambenfukkan hukum memerukan
landasan regulasi yang kuat untuk memberi ruang fair play antara pilar, juga diperiukan
- political will - para pengambil kebilakan untuk perbaikan kultur masyarakat, sekaligus
mamparcapal penguatan masyarakat.

Komisi-Komisi Negara

Penyalenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, tidak cukup dilakukan olah
lembaga-lembaga MNegsra sebagaimana distur dalam Undang Undang Dasar 1545,
sehingga dibentuk lembaga-lembaga Negara di luar Undang Undang Dasar 1845, yang
disebut ; auxiliary body atau reguiation body,

Komisi-komisi ini bersifat independent, tidak berada dibawsh kekuasaan lembaga
yang lain, dan keberadaan komisi-komisi ini untuk mendarong perwujudan tata kelola
pemeriniahan yang baik dan terutama mewujudkan supremasi hukum dan menjalankan
fungsi pengewasan,

MNamun apa yang terjadi pada saat ini, a-sinkronisasi antar komisi yang ada, karena
tidak - ada desain khusus mengenal kebutuhan akan komisi tersebut, sshingga
gecepainya harus diadakan evaluasl unuk ka-effektif-an komisi-komisi ersebut dalam
mencapal tujuan.

Penutug

Fenembahan Lembaga Lembaga Megare yang baru menunjukkan  adanya
perubahan yvang hidak sistimatik dan fidek terkeit secara kesluruhan dan tidak effisien
serta effekdif, karena banyak kebijakan-kebijakan baik yang tidek dijalankan.di lapangan
[ baca: masyarakel )} sehingga fidak tercapai lujuan untuk menjalankan siztem
pemerintahan yang baik | karena terjadi * mal funcliion *
Perubahan Undang Undang Dasar 1545 sabanyak 4 { empat ) tahap menyebabkan
beberapa perubahan kewenangan lembapga Negara sehingga sistem pemerintahan di
Indonesia mempunyai kekhususan yang sangat barbeda dengan Negara lainnya, baik
Megara republik maupun Megara federasi, karena walaupun ada pembagian
kekuasaan, dan ada Dewan Perwakilan Daerah, namun sistem pemenntahan Indonesia
bukan sisterm 2 { dua ) kamar (bicamaral),

Akan letapi adanya peningkatan pembentukan lembaga Megara baru yang disebut
Komist - Komisi menjadi paradigma baru dalam pemerintahan, Keadsan ini harus
sepera di evaluasi apar fidak teradi mal function dan ada effisiensi lembaga Negara
dengan mengecitkan jumilah lembaga MNegara yang kewenangannya tfidak ada
pengaruhinya terhadap jalannya pemerintahan.

Evaluasi inl jupga vang akan memperkacl | bahkan menuiup) reang kosong yang
terjadi di masyarakat.

Wedva diormasi imigh Mo, 55 Th XVlkEgursus 2001 Pubished by Muhemmadiah
Liniversilty of Surabays




DAFTAR PUSTAKA

Haryono, 2009 , Konstitus Dan Pambangunan Dasrah, Mahkamah Konstitusi
Republik Indonasia, Jakarta
2008, Transformasi Demokrasi, Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia, Jakarta.
Mahifed MD, Moh, 2001, Palifik Hukum Oi Indonesia, Pusteka LP3ES, Jakarta
Satiipto Rahardjo, 2009, Hukum Progresif, Sebuah Sinfesa Hukum Indonesia
Genia Publishing, Yogyakarta.

MAKALAH

Ehko Sugitario | Diskus’ Fanel Kelembagaan Negara Di Indonasia Pasca
Reformasi, 2011, Universitas Surabaya, Surabaya.

Forum Kajian Konstitusi — Departemen Mata Kuliah Universitas Surabaya,
2011, Seminar dan Desiinasi Hasil FGD Masional 2011, Refieks
Problemalika Politik, Ekonomi, Dan Hukum DO indonesia Sekarang,
Liniversitas Surabaya, Surabaya.

Farundang-undangan
Urdang Undang Dasar 1845
Undang Undang MNo 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan
Undang Undang Mo 32 Tahun 2004 tentang Pemeriniahan Daerah,

Mgaiz informasi Wemvah No. 55 ThXWiMAgustus 2071 Published by Muhemmradiysh 21
Unnesvaity of Swrabaya



